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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan tentang implementasi urusan wajib pembangunan jalan 

kabupaten pada era otonomi daerah (studi kasus tata Kelola Pembangunan jalan Kabupaten 

Soba – Baun di Kabupaten Kupang NTT maka penulis menyimpulkan bahwa: 

1. kebijakan pengaturan jalan  

  Berdasarkan hasil  penelitian dapat disimpulkan bahwa kebijakan pengaturan jalan 

sebagai sarana memperlancar arus distribusi barang dan jasa oleh Masyarakat di Desa 

Soba – Baun belum optimal diperhatikan. Hal ini dikarenakan ruas jalan yang ada belum 

mendapat perhatian untuk pengaturan perbaikan oleh pemerintah daerah setempat, dalam 

hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang. 

2. pembangunan dan Pengoperasian Serta Pemeliharaan Jalan 

Berdasarkan hasil analisis penelitian dapat disimpulkan bahwa konsep pembangunan 

dan pengoprasian serta pemeliharaan jalan di Desa Soba Kabupaten Kupang dari 

penetapan dan pembangunan jalan baru, serta perbaikan jalan Kabupaten Kupang secara 

perencanaan sudah ada dan baik. Namun pada saat putusan prioritas pembangunan 

tidaklah diakomodir dengan baik karena beberapa wilayah dengan kondisi ruas jalan yang 

bisa dikategorikan sebagai kerusakan parah, tidaklah di prioritaskan 

   faktor penghambat pembangunan jalan di Desa Soba, diantaranya; (1) kurangnya 

sosialisasi program kepada masyarakat, (2) belum adanya sumber daya atau pegawai yang 

memiliki kapasitas pengawasan jalan, (3) Kewenangan pembangunan jalan ada di Dinas 

PUPR, sehingga jika terjadikerusakan jalan menunggu perbaikan dari dinas tersebut, (4) 

prosesur yang ditempuh dalam perbaikan jalan membutuhkan waktu lama dan pengkajian 

mendalam dari Dinas PUPR, sehingga perbaikan jalan memerlukan waktu lama. 



68 

 

6.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang dipaparkan di atas maka penelitian ini akan memeberikan 

saran kepada beberapa pihak , antara lain: 

1.  Kepada Pemerintah Kabupaten Kupang  dan Dinas PUPR perlu lebih memperhatikan 

jalan yang rusak pada desa Soba-Baun yang terletak di Kabupaten Kupang sehingga  

dapat mempermudah masyarakat dalam menjual hasil bumi dari desa ke kota. . 

2.  Kepada Pemerintah Kabupaten Kupang Perlu meningkatan pengawasan dalam 

pengerjaan infrastruktur jalan sehingga hasil Pembangunan bisa berkualitas sesuai 

dengan anggaran yang dikeluarkan. 
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